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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, Dapat disimpulkan bahwa
sebelum berlakunya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012
permohonan hak baru ataupun perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas tanah
Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat belum dapat dilaksanakan
karena Kasultanan belum dianggap sebagai subyek hukum (badan hukum) yang
berhak mensertifkatkan tanah-tanah Hak Milik Kasultanan. Setelah lahirnya
Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, yang menyatakan
bahwa Kasultanan sebagai Subyek Hukum (badan hukum) maka Kasultanan
berhak mensertifkatkan tanah-tanah Hak Milik Kasultanan tersebut, serta
dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 terdapat
aturan yang jelas mengenai tata cara permohonan Hak Guna Bangunan di atas
tanah Hak Milik Kasultanan yang diatur dengan aturan yang lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah

Kadipaten serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
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Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah

Kasultanan dan Kadipaten.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:

Dengan adanya Undang Undang No 13 tahun 2012, Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat yang berwenang mengelola tanah Kasultanan tidak
hanya untuk kepentingan lembaga Kasultanan saja tetapi dapat digunakan untuk

pemanfaatan sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
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Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Tambahan lembaran negara 2043

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
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Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Tambahan Lembaran

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1



77

Internet

https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tanah-menurut-para-ahli/ diakses

pada tanggal 2 maret 2021 pukul 11.10

https://jagokata.com/artikata/perolehan.html#:~:text=%5Bperolehan%5D%20Mak

na%20perolehan%20di%20KBBI,yang%20diperoleh%3B%20pendapatan

%3B%20hasil , diakses pada tanggal 2 Maret 2021, Pukul 19.37 WIB

https://www.jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah, diakses pada 4 Maret 2021, pukul

11:02 WIB


https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-tanah-menurut-para-ahli/
https://jagokata.com/artikata/perolehan.html#:~:text=%5Bperolehan%5D%20Makna%20perolehan%20di%20KBBI,yang%20diperoleh%3B%20pendapatan%3B%20hasil
https://jagokata.com/artikata/perolehan.html#:~:text=%5Bperolehan%5D%20Makna%20perolehan%20di%20KBBI,yang%20diperoleh%3B%20pendapatan%3B%20hasil
https://jagokata.com/artikata/perolehan.html#:~:text=%5Bperolehan%5D%20Makna%20perolehan%20di%20KBBI,yang%20diperoleh%3B%20pendapatan%3B%20hasil
https://www.jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah

78

LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Panitikismo Kraton
Ngayogyakarta




Lampiran 2

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta
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Lampiran 3

Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang DIY
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Lampiran 4
Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Notaris/ PPAT

Bimo Seno Sanjaya, SH
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